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Paket informasi Terkini
RINGKASAN PERPUSTAKAAN DPR RI

RUU tentang Keuangan Negara merupakan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun
2026 dan menjadi agenda legislasi Komisi XI DPR RI. RUU ini merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan disusun dengan menggunakan metode omnibus law. Penyusunan RUU
dilakukan untuk menyesuaikan kerangka hukum keuangan negara dengan perkembangan tata kelola perekonomian
dan kelembagaan negara, termasuk perubahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga 16 September 2026, pembahasan RUU tentang Keuangan Negara masih berlangsung di Panitia Kerja (Panja)
Komisi XI DPR RI. Pada 14 dan 15 September 2026, Panja melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
dengan pakar dan akademisi untuk memperoleh masukan terhadap substansi RUU. Dalam perkembangan
pembahasan tersebut, sejumlah isu strategis mengemuka, antara lain penegasan peran negara dalam perekonomian,
pengaturan hubungan negara dengan BUMN, status kekayaan negara yang dipisahkan dan penyertaan modal negara
(PMN), serta posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Selain itu, pembahasan juga mencakup pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Anggota Komisi XI menyoroti
perlunya kejelasan pembagian kewenangan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), termasuk untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Akademisi juga memberikan masukan
mengenai perlunya memperjelas konsep kerugian negara dan pihak yang berwenang menghitungnya. Isu lainnya
adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai pemisahan antara denda kerugian negara dan biaya pemulihan
lingkungan.

Dalam perkembangannya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengelolaan kekayaan negara juga menjadi
perhatian. Sementara itu, mengenai batas defisit APBN, hingga 14 September 2026 Komisi XI menyatakan bahwa
belum terdapat pembahasan mengenai penyesuaian ambang batas defisit fiskal dalam RUU tersebut.

Dengan demikian, per 16 September 2026 RUU tentang Keuangan Negara masih berada dalam tahap pembahasan di
DPR RI dan belum disahkan menjadi Undang-Undang. Perkembangan pembahasannya perlu terus dipantau melalui
dokumen resmi DPR RI, terutama naskah RUU, naskah akademik, DIM, laporan dan risalah rapat Panja, serta hasil
RDPU dengan para pemangku kepentingan.
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